
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.28, 2021 KEMENKEU. Pemberian Penghargaan Pengenaan 

Sanksi. Kinerja Anggaran Kementerian 
Negara/Lembaga. 

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 2/PMK.02/2021 

TENTANG 

TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN/ATAU PENGENAAN SANKSI 

ATAS KINERJA ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan 

Presiden Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pemberian 

Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi kepada 

Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara 

Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi atas 

Kinerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;  

 

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008, Nomor 166 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

3. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2020 tentang 

Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi 

kepada Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
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2019 Nomor 74); 

4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang 

Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 98); 

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 1745); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA 

PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN/ATAU PENGENAAN 

SANKSI ATAS KINERJA ANGGARAN KEMENTERIAN 

NEGARA/LEMBAGA . 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 

1. Penghargaan adalah apresiasi yang diberikan kepada 

kementerian negara/lembaga pada tahun anggaran 

berkenaan atas kinerja anggaran kementerian 

negara/lembaga tahun anggaran sebelumnya. 

2. Sanksi adalah hukuman yang dikenakan kepada 

kementerian negara/lembaga pada tahun anggaran 

berkenaan atas kinerja anggaran kementerian 

negara/lembaga periode tahun anggaran sebelumnya. 

3. Kinerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga adalah 

hasil kerja yang dicapai kementerian negara/lembaga 

dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran 

kementerian negara/lembaga dan pelaksanaan anggaran 

berdasarkan target yang telah ditetapkan dalam 

dokumen anggaran, pada periode tahun anggaran 
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sebelumnya.  

4. Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha adalah hasil 

kerja yang dicapai kementerian negara/lembaga dalam 

proses percepatan pelaksanaan berusaha. 

 

Pasal 2 

(1) Untuk meningkatkan Kinerja Anggaran Kementerian 

Negara/Lembaga, kepada kementerian negara/lembaga 

dapat diberikan Penghargaan dan/atau dikenai Sanksi. 

(2) Pemberian Penghargaan dan/atau pengenaan Sanksi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada 

hasil penilaian atas Kinerja Anggaran Kementerian 

Negara/Lembaga dan mempertimbangkan hasil penilaian 

atas Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha. 

 

Pasal 3 

(1) Penilaian atas Kinerja Anggaran Kementerian 

Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

ayat (2) dilakukan dengan memperhitungkan capaian 

atas: 

a. pengelolaan anggaran; dan 

b. indikator kinerja anggaran. 

(2) Capaian atas pengelolaan anggaran sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan nilai evaluasi 

kinerja anggaran kementerian negara/lembaga yang 

meliputi: 

a. aspek implementasi; 

b. aspek manfaat; dan/atau 

c. aspek konteks. 

(3) Capaian atas indikator kinerja anggaran sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan nilai 

indikator kinerja pelaksanaan anggaran kementerian 

negara/Lembaga. 

(4) Nilai evaluasi kinerja anggaran kementerian 

negara/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dihitung berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 

mengenai pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran 
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atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran 

kementerian negara/lembaga. 

(5) Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran 

kementerian negara/Lembaga sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) dihitung berdasarkan Peraturan Menteri 

Keuangan mengenai monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan anggaran belanja kementerian 

negara/lembaga. 

 

Pasal 4 

(1) Perhitungan penilaian atas Kinerja Anggaran 

Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 dilakukan dengan menjumlahkan hasil 

perkalian capaian atas pengelolaan anggaran dan 

capaian atas indikator kinerja dengan bobot masing-

masing variabel. 

(2) Bobot variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

terdiri atas: 

a. bobot pengelolaan anggaran sebesar 60% (enam 

puluh persen); dan 

b. bobot indikator kinerja anggaran sebesar 40% 

(empat puluh persen). 

 

Pasal 5 

Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

dikategorikan menjadi: 

a. sangat baik, untuk nilai lebih dari 90 (sembilan puluh); 

b. baik, untuk nilai lebih dari 80 (delapan puluh) sampai 

dengan 90 (sembilan puluh); 

c. cukup, untuk nilai lebih dari 60 (enam puluh) sampai 

dengan 80 (delapan puluh); 

d. kurang, untuk nilai lebih dari 50 (lima puluh) sampai 

dengan 60 (enam puluh); dan 

e. sangat kurang, untuk nilai sampai dengan 50 (lima 

puluh). 
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Pasal 6 

(1) Hasil penilaian atas Kinerja Anggaran Kementerian 

Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 

dilakukan pemeringkatan berdasarkan masing-masing 

kategori besaran pagu anggaran kementerian 

negara/lembaga. 

(2) Pengkategorian besaran pagu anggaran kementerian 

negara/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi: 

a. kementerian negara/lembaga dengan pagu anggaran 

besar yaitu kementerian negara/lembaga yang 

memiliki pagu anggaran lebih besar dari atau sama 

dengan Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun 

rupiah); 

b. kementerian negara/lembaga dengan pagu anggaran 

sedang yaitu kementerian negara/lembaga yang 

memiliki pagu anggaran lebih besar dari atau sama 

dengan Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima 

ratus miliar rupiah) sampai dengan kurang dari 

Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah); 

dan 

c. kementerian negara/lembaga dengan pagu anggaran 

kecil yaitu kementerian negara/lembaga yang 

memiliki pagu anggaran kurang dari 

Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus 

miliar rupiah). 

 

Pasal 7 

(1) Kementerian negara/lembaga dengan hasil penilaian 

sangat baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf 

a dapat diberikan Penghargaan. 

(2) Kementerian negara/lembaga dengan hasil penilaian baik 

dan cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf 

b dan huruf c tidak diberikan Penghargaan dan tidak 

dikenai Sanksi. 

(3) Kementerian negara/lembaga dengan hasil penilaian 

kurang dan sangat kurang sebagaimana dimaksud dalam 


